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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya Informasi Laporan Program Kegiatan  Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur  tahun 2017  

dapat terselesaikan penyusunannya. 

Informasi Laporan Program Kegiatan ini disusun berdasarkan     

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27, yang diatur lebih lanjut 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. 

Laporan ini berisikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 

serta permasalahan – permasalahan yang ditemukan serta upaya-upaya 

pemecahannya. 

Diharapkan laporan ini memberikan gambaran yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan perencanaan selanjutnya. 

Disadari sepenuhnya laporan ini masih terdapat  kekurangan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. 

Kepada  semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran dan 

pendapat sehingga tersusunnya laporan  ini  disampaikan terima kasih. 

 

                      Samarinda,  28  Februari  2018 

  Kepala Dinas, 
 
. 
 
 
Dr.Ir. H. Ibrahim, MP 

Pembina Utama Muda 
    NIP.195908171986031049 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Dasar Hukum 

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor   3   Tahun 2007 

mengharuskan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah kepada Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah dan  Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 

Provinsi Kalimantan Timur digunakan pemerintah sebagai dasar 

melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini 

merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, mencakup Penyelenggaraan Desentralisasi, Tugas Pembantuan 

serta Tugas Umum Pemerintahan. RPJMD Pemprov. Kaltim 2013 – 2018 

menetapkan  bidang pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan 

daerah, secara khusus pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

dengan sasaran meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan daya 

saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran 

hasilguna menghasilkan nilai tambah  produk pertanian yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

tani. yaitu swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedele dan 

tanaman hortikultura. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas tidaklah mudah. Diperlukan 

tekad, kerja cerdas. koordinasi dan dukungan seluruh pemangku 

kepentingan bekerja sama mengatasi berbagai kendala yang menjadi 

faktor penghambat, serta memberikan dorongan yang diyakini menjadi 

faktor kunci keberhasilan. Kerja sama lintas sektor terkait harus dilakukan 

oleh karena terdapat beberapa fungsi dan kebijakan yang tidak 
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sepenuhnya berada di bawah kewenangan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) PanganTanaman Pangan dan Hortikultura, baik di Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur 

Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008,  

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur telah 

memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. 

Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang 

dihadapi, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Timur terus menerus melakukan pembenahan dan 

penyesuaian terhadap perubahan–perubahan sebagai akibat dinamika 

pembangunan yang semakin kompleks. 

 

2. Gambaran Umum 

a. Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  Nomor 60 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 

Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 97 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 

Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur, dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat : 

a. Sub Bidang Perencanaan Program 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 
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3. Bidang Produksi Tanaman Pangan  : 

a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan 

b. Seksi Prasarana dan sarana Tanaman Pangan 

c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran Tanaman 

Pangan 

4. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura : 

a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura  

b. Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura 

c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran Tanaman 

Hortikultura  

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan : 

a. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan 

b. Seksi Penganeragaman Pangan 

c. Seksi Konsumsi Pangan 

6. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan  : 

a. SeksiKetersediaan dan Kerawanan Pangan 

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 

c. Seksi Harga Pangan 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : 

a. UPTD – Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura  

b. UPTD – Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & 

Hortikultura 

c. UPTD – Balai Benih Induk Padi dan Palawija 

d. UPTD – Balai Benih Induk Hortikultura 

e. UPTD –Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) 

f. UPTD –Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  
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8. Kelompok Jabatan Fungsional: 

a. Tenaga Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (POPT)  

b. Tenaga Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) 

c. Tenaga Fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 

d. Tenaga Fungsional Guru 

e. Tenaga Fungsional Statistik 

f. Tenaga Fungsional Widyaswara 

g. Tenaga Fungsional Penyuluh 
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Gambar 1.1 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 
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Gambar 1.2. Struktur  Organisasi  

UPTD – Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortilkultura Provinsi Kaltim 

 

 

KASUBBAG TATA USAHA 

ELVIATI UJANG, S.Sos, M.AP 

KEPALA 

Ir. WENNY TJITOYO 

KASI LABORATORIUM 

Ir. DALIANSYAH 

KASI PELAYANAN TEKNIS 

Ir.Hj. SRI ARIDA BAHMI, MP 
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Gambar 1.3. Struktur  Organisasi  

UPTD – Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI SERTIFIKASI 

& KULTIVAR 

SEKSI PENGELOLAAN 

LABORATORIUM DAN 

PENGAWASAN BENIH 
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Gambar 1.4. Struktur  Organisasi  

UPTD – Balai Benih Induk Padi & Palawija 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan HortikulturaProvinsi Kaltim 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI PRODUKSI 

BENIH PADI 

SEKSI PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI BENIH 
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Gambar 1.5  Struktur Organisasi  

UPTD – Balai Benih Induk Hortikultura 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan HortikulturaProvinsi Kaltim 

 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI PRODUKSI 

BENIH 

SEKSI PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI BENIH 
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Gambar 1.6Struktur  Organisasi  

UPTD – Sekolah Pertanian Pembangunan 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim 
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Gambar 1.7Struktur  Organisasi  

UPTD – Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 

 

KEPALA 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI 

PENGEMBANGAN 

METODE 

SEKSI PENGELOLAAN 

PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA  
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b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan 

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Dinas Pangan 

Tanaman Pangan dan Hortikultuta Provinsi Kalimantan Timurpada 

akhir Desember 2017mempunyai personil sebanyak 288 orang terdiri 

dari41pejabat struktural, fungsional 58 dan 189 orang staf. 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan 

daerah tersebut di atas adalah 1 (satu) orang  Eselon II,10 orang  

Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekertaris dan 4 (empat) orang 

kepala Bidang, 6 (enam) orang Kepala UPTDserta  30 orang Eselon 

IV, terdiri dari 13 orang Kasubag/Kepala Seksi berada di Dinas 

Provinsi dan 17 orang Kasubag/Kepala Seksi terbagi di masing-masing 

UPTD. 

Dengan rincian sesuai tabel : 

 
Tabel  1.1 

Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan  
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

berdasarkan Eselon &Jenis Kelamin Tahun 2017 
 

N
o 

GOLONGAN 

JENIS KELAMIN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 2 3 4 5 

2 IV 18 8 26 

3 III 107 67 174 

4 II 58 19 77 

5 I 10 1 11 

JUMLAH TOTAL 193 95 288 
Sumber  : Data Kepegawaian Dinas Pangan.Tanaman Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi  Kalimantan Timur BulanTahun 2017 tgl 01-11-2017 
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Tabel  1.2 
Rekapitulasi  Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 
berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 

 

 

PENDIDIKAN 

GENDER  

JUMLAH L P 

1 2 3 4 

S.3 1 - 1 

S.2 15 10 25 

S.1 63 58 121 

D.IV 1 1 2 

SM - - - 

D.III 9 2 11 

D.II - - 0 

D.I 5 - 5 

SLTA 77 26 103 

SLTP 14 1 15 

SD 5 - 5 

JUMLAH 190 98 288 

Sumber :Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura 

Pangan  Provinsi Kalimantan Timur Bulan Tahun 2017 

 
 

Tabel 1.3 
Rekapitulasi  Honorer  Dinas Pangan, Tanaman Pangan 

Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur  
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 

 

No JENIS PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Strata 2 26 

2 Strata 1 52 

3 Diploma 3 

4 SLTA 99 

5 SLTP  9 

6 SD 10 

 JUMLAH 173 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi   Kalimantan Timur Tahun2017 
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Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam 

menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama 

dalam menciptakan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur sebagai center of knowledge dan learning 

organization.Komposisi jumlah pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan 

Sarjana Pertanian, oleh sebab itu ke depannya Dinas Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan lebih selektif dan 

akan terus melakukan pembinaan terhadap karyawan/karyawati melalui 

pendidikan dan pelatihan baik kerjasama dengan Badan Diklat, Badan 

Kepegawaian Daerah maupun instansi  terkait  sesuai dengan kebutuhan. 

 
Tabel 1.4 

Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan 
dan HortikulturaProvinsi Kalimantan Timur 

berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 
 

No UNIT KERJA 

GENDER 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1. KEPALA DINAS PANGAN 1 - 1 

2. SEKRETARIAT 18 11 29 

3. BIDANG PRODUKSI TP  18 12 30 

4. 
BIDANG PRODUKSI 
HORTIKULTURA 

16 6 22 

5. 
BIDANG KONSUMSIDAN 
KEAMANAN PANGAN 

2 10 12 

6. 
BIDANG KETERSEDIAAN DAN 
DISTRIBUSI PANGAN 

8 6 14 

 UPTD – UPTD    

7. 
UPTD – PROTEKSI TAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA (PTPH) 

15 10 25 

8. 
UPTD – PENGAWASAN DAN 
SERTIFIKASI BENIH TAN 
PANAGAN DAN HORTIKULTURA 

10 8 18 

9. UPTD – BBI PADI& PALAWIJA 18 1 19 
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10. UPTD – BBI HORTIKULTURA 14 3 17 

11. 

UPTD – BALAI PENYULUHAN 
DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIAUPTD – SPP 
SAMARINDA 

16 4 20 

12. UPTD – SPP SAMARINDA 13 10 23 

13. TENAGA FUNGSIONAL POPT 19 2 21 

14. TENAGA FUNGSIONAL PBT 14 3 17 

15 TENAGA FUNGSIONAL PMHP 1 3 4 

16 TENAGA FUNGSIONAL GURU 1 5 6 

17 
TENAGA FUNGSIONAL 
STATISTIK 

 1 1 

18 
TENAGA FUNGSIONAL 
WIDYAISWARA 

5 2 7 

19 
TENAGA FUNGSIONAL 
PENYULUH 

 2 2 

JUMLAH TOTAL 190 98 288 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi KalimantanTimurTahun2017 

 

 

Adapun Komposisi  Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan tingkat 
golonganyaitu 
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No UNIT KERJA 
JLH 

PNS 

GOLONGAN 

IV III II I 

      A B C D E JML A B C D JML A B C D JML A B C D JML 

1. KEPALA DINAS PERTANIAN        1  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. SEKRETARIAT 29 - 1 -  -  -  1 6 6 2 5 19 4 - 3  - 7 -  -  1 1 2  

3. BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN 30 - 1  -  -  -  1 3 6 5 7 22 1 - 2 5 8 -  -  -  - 0 

4. BIDANG PRODUKSI HORTIKULTURA 22 3 1  -  -  -  4 1 1 2-  3 7 1  1 8 1  11 -  -  -  - 0 

5. 
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN 
PANGAN 

              
12 1 1 

              
-  

              
-  

       
-  2 3 3 4 2 12 1 - 1 

       
-  2 

       
-  

       
-  

       
-  

       
-  0 

6. 
BIDANG  KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI 
PANGAN 

              
14 

              
1  - 

              
-  

              
-  

       
-  1 1 

      
1  3 6 11 1  

      
- 1 

       
-  2 

       
-  

       
-  

       
-  - 0 

 UPTD – UPTD - -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. 
UPTD – PROTEKSI TAN PANGAN DAN 
HORTIKULTURA (PTPH) 

              
25 

              
1  

              
1  

              
-  

              
-  

       
-  2 3 3 4 2 16 2 1 2 1 6 

       
-  

       
-  - - 0 

8. 
UPTD – SERTIFIKASI BENIH TAN PANGAN 
DAN HORTIKULTURA (PSBTPH) 

              
18 

              
2 1 

              
-  

              
-  

       
-  3 1 1 4 1 8 3 1 2 - 6 

       
-  - 

       
-  1 1 

9. 
UPTD – BALAI BENIH INDUK PADI & 
PALAWIJA 

              
19 1 

              
1  

              
-  

              
-  

       
-  2 2 1 

    
- 2 5 4 1 6 - 11 

       
-  1 

       
-  - 1 

10. UPTD – BBI  HORTIKULTURA 17 2 1 -  -  -  3  -  3  -  1 4 1 - 7 - 9  - - 1 2 3 

11 
UPTD – BALAI PENYULUHAN DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20 3 - - - - 3 6 2 4 2 14 - - 1 - 1 - 1 - 1 2 

12. UPTD – SPP SAMARINDA 23 2 1  -  -  -  3  2 3 5 2 12 1 1 6 -  87 - - - -  0 

13. TENAGA FUNGSIONAL POPT 21 2 -  -  -  -  2 - 5 10 3 18 -  -  - 1 1 -  -  -  -  0 

14 TENAGA FUNGSIONAL PBT 17 -  -  -  -  -  -  4 4 3 1  12 2 1 - 3 67 -  -  -  -  0 

15 TENAGA FUNGSIONAL PMHP 4 - - - - - 0 3 1 - - 4 - - - - 0 - - - - 0 

15 TENAGA FUNGSIONAL GURU 6 - - - - - - - 6 - - 6 - - - - 0 - - - - 0 

16 TENAGA FUNGSIONAL STATISTIK 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 0 - - - - 0 

17 TENAGA FUNGSIONAL WIDYASWARA 7 1 - - - - 1  1 3 2 6 - - - - 0     0 

18 TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH 2        1 1  2           

JUMLAH TOTAL 288                      

Tabel 1.5 
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

Berdasarkan Golongan Tahun 2017 
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c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah 

1. SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala Gol. I/a s/d III/d 

2. SOP Pembuatan usulan cuti tahunan dan cuti sakit tidak lebih dari 14 

hari 

3. SOP Pembuatan usulan kenaikan pangkat 

4. SOP Pembuatan usulan pension 

5. SOP Pembuatan usulan kenaikan gaji gol IV/a ke atas 

6. SOP Pembuatan usulan cuti besar 

7. SOP Pembuatan usulan Karis/Karsu 

8. SOP Pembuatan usulan Taspen 

9. SOP pembuatan usulan pengangkatan CPND ke PNS 

10. SOP Pembuatan usulan peninjauan masa kerja 

11. SOP pembuatan usulan satya lencana karya satya 

12. SOP pembuatan usulan mutase dari instansi ke OPD lain 

13. SOP penyusunan konsen uraian tugas structural 

14. SOP penyusunan rencana kegiatan 

15. SOP penyelanggaraan monitoring pelaksanaan kegiatan 

16. SOP Pelaksanaan fasilitasi kegiatan 

17. SOP penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

18. SOP penyelenggaraan rapat 

19. SOP Pelaksanaan fasilitasi 

20. SOP tindak lanjut surat masuk 

21. SOP penanganan surat masuk 

22. SOP usulan perjalanan dinas 

23. SOP Perbaikan kendaraan 

24. SOP penysunan pembuatan daftar gaji 

25. SOP pembukuan keuangan dinas 

26. SOP tunjangan daerah 

27. SOP penyusunan laporan keuangan 

28. SOP verifikasi SPJ keuangan 
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29. SOP penerbitan SPM 

30. SOP penerimaan PAD dan pendapatan lainnya 

31. SOP penyediaan barang 

32. SOP penyusunan RKA, DPA 

33. SOP penyusunan rencana kerja (renja) 

34. SOP Penyusunan revisi/pergeseran anggaran 

35. SOP penyusunan laporan tahunan (LPPD) 

36. SOP pelaporan kegiatan (APBN dan APBD) 

37. SOP pelaporan statistic pertanian 

38. SOP rapat monitoring dan evaluasi 

39. SOP laporan monitoring 

40. Sop  Penyusunan laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah 

        (LAKIP) 

41. SOP Pengembangan cadangan pangan daerah 

42. SOP pengembangan lumbung pangan desa 

43. SOP pengembangan system informasi pasar 

44. SOP hari besar keagamaan nasional 

45. SOP neraca bahan makanan (NBM) 

46. SOP system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 

47. SOP kerawanan dan kerentanan pangan (FSVA) 

48. SOPPemantauan Panen, harga dan penyerapan gabah/beras 

(P2HPGB) 

49. SOP Analisa dan penyusunan pola konsumsi pangan 

50. SOP pengujian sampel 

51. SOP pemberian sertifikat prima 3 

52. SOP penetapan kawasan rumah pangan lestari 

53. SOP lomba cipta menu tingkat provinsi 

54. SOP hari pangan sedunia 

55. SOP Pangan alternative 

56. SOP publikasi pangan local 
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57. SOP penyusunan leaflet 

58. SOP bantuan sarana perbenihan 

59. SOP pelatihan dan bimbingan teknis perbenihan tanaman pangan 

60. SOP pelatihan dan bimbingan komoditas tanaman pangan 

61. SOP bantuan sarana pengembangan tanaman pangan 

62. SOP penetapan calon petani calom lokasi (CPCL) 

63. SOP bantuan kegiatan optimalisasi lahan 

64. SOP database kegiatan lahan 

65. SOP database perluasan areal 

66. SOP bimtek perluasan areal 

67. SOP bantuan kegiatan perluasan areal 

68. SOP CPCL perluasan areal 

69. SOP CPCL kegiatan pengelolaan air 

70. SOP bantuan kegiatan pengelolaan air 

71. SOP database pengelolaan air 

72. SOP bimtek pengelolaan air 

73. SOP pelatihan dan bimbingan teknis alsintan 

74. SOP CPCL alsintan 

75. SOP bantuan alsintan 

76. SOP database kegiatan alsintan 

77. SOP pelatihan dan bimbingan teknis alsintan 

78. SOP bantuan pupuk dan pestisida 

79. SOP database pupuk dan pestisida 

80. SOP bimtek kegiatan pupuk dan pestisida 

81. SOP CPCL perlindungan tanaman 

82. SOP bantuan perlindungan tanaman 

83. SOP database kegiatan perlindungan tanaman 

84. SOP bimtek perlindungan tanaman 

85. SOP pelatihan dan bimbingan teknis kegiatan pengolahan hasil 

tanaman pangan 
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86. SOP bantuan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 

87. SOP informasi data harga pasar tanaman pangan 

88. SOP penyelenggaraan rapat PPHP 

89. SOP bantuan  pengembangan hortikultura 

90. SOP pengawasan pengendalian peredaran mutu benih 

91. SOP pelatihan dan bimbingan teknis komoditas hortikultura 

92. SOP pengawasan pengendalian peredaran mutu benih 

93. SOP pelatihan dan bimbingan teknis perbenihan hortikultura 

94. SOP bantuan sarana prasarana perbenihan hortikultura 

95. SOP pelatihan dan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan 

         Hasil kultura 

96. SOP bantuan sarana pasca panen hortikultura 

97. SOP bantuan sarana pengolahan hasil hortikultura 

 

d. Visi dan Misi  

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kalimantan Timur 

saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat 

mengenai tantangan 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan 

amanat konstitusional. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi yang sejalan yaitu 

“Terwujudnya Swasembada Beras dan Meningkatnya Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Berbasis Keunggulan 

LokalYang Mampu Beradaptasi dan Mendukung Mitigasi 

Perubahan Iklim“ sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2013 - 2018 pada Misi II yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi 

yang Berkerakyatan Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan, Tujuan 

3 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Sasaran 10 yaitu 

Meningkatnya kontribusi sector pertanian dalam arti luas dan Sasaran 11 

Tercapainya Swasembada Pangan. 
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Penjabaran makna dari visi tersebut adalah : 

Swasembada Beras adalah suatu kondisi dimana kita mampu 

menghasilkan sendiri  beras melalui bermacam macam kegiatan   sesuai 

kebutuhan  yang diperlukan.  

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang 

mendukungnya baik di sektor hulu maupun hilir untuk menyediakan 

bahan pangan.  

Keunggulan lokal berarti gagasan setempat yang bersifat penuh 

kearifan, bernilai baik sehingga dianggap unggul dan diikuti oleh 

anggota masyarakat. Jadi keunggulan lokal yang dimaksudkan disini 

adalah produk – produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

yang mempunyai ciri khas dan  dikembangkan  di Kaltim dengan 

menggunakan teknologi spesifik lokasi, seperti berbagai varietas padi 

(adan, mayas, sereh, dan lain – lain), durian/lai, jeruk keprok, pepaya 

mini, pisang, buah naga  dan lain lain. 

 

Beberapa pertimbangan penting sebagai dasar penetapan visi di atas 

adalah : 

1. Mendukung target Renstra Kementerian Pertanian, yaitu : 

a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi 

surplus 10 juta ton) 

b. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor 

c. Diversifikasi Pangan 

d. Peningkatan Kesejahteraan Petani 

 
2. Pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura di Kalimantan Timur mengedepankan prinsip – prinsip 

pelestarian lingkungan dan berkelanjutan (green growth), melalui 

kegiatan – kegiatan pertanian organik, konservasi lahan, low 

anorganic input, pengawasan peredaran pestisida, dan lain lain. 
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3. Mengutamakan pengembangan produk - produk unggulan lokal yang 

dikembangkan petani setempat dan dapat dipasarkan sehingga 

petani termotivasi untuk berproduksi. 

 

4. Penguatan pada upaya meningkatkan nilai tambah melalui pasca 

panen dan pengolahan serta pemasaran hasil. 

 

5. Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur serta 

dapat dicapai melalui kerangka program, kegiatan dan pendanaan 

dalam 2 (dua) tahun ke depan.  

 

 

Visi  Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Timur  dicapai melalui 5 (lima) Misi, yaitu : 

1. Mewujudkan ketersediaan pangan pokok; 

2. Mewujudkan konsumsi pangan rumah tangga beragam, bergizi, 

berimbang dan sehat; 

3. Mewujudkan penyuluhan yang profesional;  

4. Meningkatkan  produksi tanaman pangan dan hortikultura 

berwawasan lingkungan; 

5. Mewujudkan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura berwawasan 

lingkungan. 

Penjelasan dari misi diatas dapat dilihat dari table 1.6 sebagai berikut : 
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Tabel 1.6 
Penjelasan Misi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur 
 

Misi Penjelasan 

 
Misi 1 :    Mewujudkan 

ketersediaan pangan 
pokok 

 
Misi 2 :    Mewujudkan konsumsi 

pangan rumah tangga 
beragam, bergizi, 
berimbang dan sehat 

 
Misi 3 :    Mewujudkan 

penyuluhan yang 
professional 

 
 
Misi 4 :    Meningkatkan  

produksi tanaman 
pangan dan 
hortikultura 
berwawasan 
lingkungan 

 
 
 
Misi 5 :    Mewujudkan   

agribisnis  tanaman 
pangan dan 
hortikultura 
berwawasan 
lingkungan 

 
 
 
 
 
 

 
Meningkatkan persentase ketersediaan pangan 
utama sebesar 100% dan cadangan pangan 60 
% 
 
Percepatan penganekaragaman konsumsi 
pangan yang bergizi, berimbang dan sehat 
 
 
 
Meningkatkan produktivitas penyuluh dan 
peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di 
Kabupaten/Kota 
 
 
Meningkatnya produksi komoditas tanaman 
pangan dengan cara meningkatkan luas tanam 
dan produktivitas sehingga menghasilkan 
komoditas yang aman konsumsi dan 
mempunyai nilai tambah serta meningkatkan 
penyediaan sarana dan parasarana pertanian 
pengembangan kawasan sentra pertanian. 
 
 
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan 
petani  serta mutu dan daya saing produk 
dengan cara mengembangkan Kawasan Usaha 
Agribisnis Terpadu melalui system pertanian 
yang berwawasan lingkungan sehingga dapat 
meningkatkan NTP.  
 
Meningkatnya sarana pasca panen dan 
pemasaran komoditas tanaman pangan dan 
hortikultura dengan cara meningkatkan 
penyediaan Sub Terminal Agribisnis sehingga 
dapat mendorong berkembangnya kemitraan 
dan tumbuhnya minat investasi 
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e. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 

Timur menyusun strategi dengan pola yaitu : 

1. Peningkatan persentasi ketesediaan pangan; 

2. Peningkatan skor PPH diversifikasi; 

3. Peningkatan persentase penurunan konsumsi beras; 

4. Peningkatan  persentase keamanan pangan; 

5. Peningkatan jumlah ketersediaan penyuluh; 

6. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produksi padi, 

jagung, kedelai dan ubi kayu; 

7. Mempertahankan luas lahan fungsional yang ada teutama di lahan 

marginal; 

8. Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 

9. Pengembangan kawasan sentra padi dengan skala luasan ekonomis 

per kecamatan sesuai dengan Good Agriculture Practices (GAP); 

10. Pengembangan kawasan sentra hortikultura dengan skala luasan 

ekonomis per kecamatan sesuai dengan GAP; 

11. Pengembangan diversifikasi tanam; 

12. Meningkatkan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP 

serta Good Handling Practices (GHP), penerapan teknologi 

budidaya ramah lingkungan, fasilitasi sarana panen dan pasca 

panen; 

13. Promosi, edukasi dan fasilitasi dalam usaha peningkatan kemitraan 

dengan pemangku kepentingan terutama stakeholder yang terkait 

dengan program REDD+; 

14. Mengembangkan berbagai teknik pertanian adaptif untuk 

beradaptasi terhadap perubahan iklim. 



LPPD 2017 22 

 

 

        Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018, arah 

kebijakan  pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura adalah :  

1. Meningkatkan ketersediaan pangan maka perlu diarahkan pada 

meningkatnya ketersediaan sebagai pangan utama dan cadangan 

pangan pemerintah melalui pencapaian jumlah ketersediaan pangan 

daerah sebesar 200 ton. 

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 

maka perlu diarahkan pada meningkatnya persentase penurunan 

konsumsi beras sebesar 1,5%/kap/tahun, meningkatnya skor PPH 

diversifikasi pangan sebesar 95 poin serta meningkatnya keamanan 

pangan. 

3. Meningkatkan produksi padi dan ubi kayu dengan memanfaatkan 

lahan kritis. 

4. Meningkatkan nilai tambah produk padi dan ubi kayu. 

5. Perlindungan tanaman dari OPT dan dampak perubahan iklim 

dengan pola tanam yang dapat memutus siklus hama. 

6. Meningkatkan penggunaan benih unggul yang tahan tergenang dan 

tahan terhadap kekeringan dalam mengatasi variabilitas iklim. 

7. Koordinasi penerapan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Khususnya memperkuat kelembagaan ditingkat 

petani dan pembiayaan yang bersumber dari berbagai pendanaan 

baik nasional maupun dana internasional. 

8. Optimasi lahan dan jaringan irigasi 

9. Menyediakan alat dan mesin pertanian yang rendah emisi dan ramah 

lingkungan.  

10. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan 

penerapan teknologi adatif terhadap perubahan iklim berbasis 

kearifan lokal. 
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11. Sosialisasi dan adopsi teknologi pertanian yang ramah lingkungan. 

12. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan. 

13. Pengembangan kawasan-kawasan serta produksi terpadu dengan 

konsolidasi usaha tani produktif. 

14. Pemasyarakatan produk tanaman pangan dan hortikultura melalui 

media cetak dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah 

lokal. 

15. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku dan produk. 

16. Menyediakan system informasi harga produk tanaman pangan dan 

hortikultura. 

15. Mendorong minat investasi dan kemitrausahaan melalui promosi.   
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BAB II 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

1. Program dan Kegiatan  

Dalam dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada 

tahun 2017 mengelola 22 Program dan 42 Kegiatan yang terinci sebagai 

berikut : 

1. Program pelayanan administasi perkantoran 

a. Pelaksanaan administasi perkantoran 

2. Program peningkatan sarana dan prasrana aparatur 

a. Penyediaan peralaatan dan kelengkapan sarana dan prasarana 

b. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana 

3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 

a. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah 

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

4. Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran 

b. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan 

5. Program peningkatan kesejahteraan petani 

a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku 

6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 

a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuuluh pertanian 

b. Pengembangan SDM penyuluh 

c. Pembangunan/perbaikan UPTD Balai diklat Pertanian dan Sarana 

Pendukungnya (DAK) 

7. Program peningkatan ketahanan pangan 

a. Penanganan daerah rawan pangan 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 
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c. Pengembangan cadangan pangan daerah 

d. Pengembangan lumbung pangan desa 

e. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 

f. Pengembangan system informasi pasar 

8. Program penganekarahaman Konsumsi Pangan 

a. Analisis pola pangan harapan 

b. Pengembangan kawasan rumah pangan lestari 

c. Pengembangan pangan lokal 

9. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan Segar 

a. Pengembangan pangan organic 

b. Pengawasan mutu pangan segar 

10. Program Peningatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA 

a. Ekstra kurikuler 

b. Proses belajar mengajar 

c. Pembangunan/perbaikan UPTD SPP dan penyediaan sarana 

pendukungnya (DAK) 

11. Program peningkatan pengolhan hasil produksi pertanian tanaman 

pangan 

a. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman 

pangan 

b. Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan unggulan 

daerah 

12. Program peningkatan produksi pertanian hortikultura 

a. Pengembangan dan pemeliharaan kawasan hortikultura 

b. Pengembangan hortikultura di perkotaan 

c. Pengelolaan data statistic hortikultura 

13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian hortikultura 

a. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 

hortikultura 

b. Promosi atas hasil produksi pertanian hortikultura unggulan daerah 

14. Program prningkatan penerapan teknologi pertanian hortikultura 
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a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian hortikultura 

tepat guna 

15. Program peningkatan produksi benih hortikultura 

a. Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan benih hortikultura 

16. Program peningkatan penerapan teknologi benih hortikultura 

a. Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam 

17. Program peingkatan produksi benih tanaman pangan 

a. Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan benih padi dan 

palawija 

18. Program peningkatan penerapan teknologi perlindungan tanaman 

pangan dan hortikultura 

a. Pengendalian organisme penggangu tumbuhan (OPT) 

19. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura 

a. Sertfikasi bibit unggul pertanian 

20. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura 

a. Monitoring dna pengawasan peredaran benih 

21. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 

a. Pengembangan sentra produksi tanaman pangan 

b. Pengelolaan data statistic tanaman pangan  

22. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan 

a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman 

pangan tepat guna 

 

2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang tertuang dalam RENTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 

NO. INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2017 

REALISASI 

2017 

% 

CAPAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

1. Produksi Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

        

   
* 

 
Padi 

  
Ton  

               
408.783  

               
393.418  

 
96,24 

   

* 

 

Ubi Kayu 

 

 Ton  

                

70.296  

                

85.048  

 

120,99 

   
* 

 
Jagung 

 
 Ton  

                  
6.508  

                
58.490  

 
898,74 

   
* 

 
Durian/Lai 

 
 Ton  

                  
7.900  

                  
8.909  

 
112,77 

   

* 

 

Jeruk 

 

 Ton  

                  

4.953  

                

15.041  

 

303,67 

   
* 

 
Pisang 

 
 Ton  

               
109.278  

                
75.709  

 
69,28 

   
* 

 
Pepaya 

 
 Ton  

                
14.855  

                
15.460  

 
104,07 

2. Produktivitas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 

        

   
* 

 
Padi 

 
 Kuintal/Ha  

                    
4,30  

                    
4,23  

 
98,37 

3. Komoditi yang menjadi 

unggulan daerah 

 

 Jenis  

                        

4  

                        

4  

 

100,00 

4. Skor pola pangan 
harapan (PPH) 
ketersediaan 

 
poin 

                  
95,00  

                  
98,16  

 
103,33 

5. Skor pola pangan 

harapan (PPH) konsumsi 

 

poin 

                  

83,10  

                  

83,10  

 

100 

Sumber data ARAM II Dinas Pangan TPH 

 

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pada Tahun 2017 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 22 Program dan 42 Kegiatan 

dengan pagu anggaran belanja langsung (BL) setelah APBD Perubahan 

sebesar Rp. 23.549.729.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus empat 

puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 21.891.676.318,- (dua puluh satu milyar 

delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu 

tiga ratus delapan belas rupiah) persentase capaian sebesar 92,96 % 

dengan uraian sebagai berikut : 

Kommentar [A1]:  
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi keuangan Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran sebesar Rp. 4.654.804.270,- (empat milyar enam ratus 

lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu dua ratus tujuh 

puluh rupiah) atau sebesar 95,86 % dengan sisa anggaran Rp. 

201.005.730,- (dua ratus satu juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh 

rupiah) dari total anggaran Rp. 4.885.810.000,- (empat milyar 

delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu 

rupiah). 

2. Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur sebesar Rp. 1.222.956.446,- (satu milyar dua ratus dua 

puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus 

empat puluh enam rupiah) atau sebesar 95,30 % dengan sisa 

anggaran sebesar Rp. 60.266.054,- (enam puluh juta dua ratus 

enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) dari total anggaran 

Rp. 1.283.222.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta 

dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). 

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah  

Realisasi keuangan Program Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.208.024.259,- (satu 

milyar dua ratus delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus lima 

puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,50 % dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 83.975.741,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus 

tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total 

anggaran Rp. 1.292.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh 

dua juta rupiah). 

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Realisasi keuangan Program Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan 
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Pemerintahan sebesar Rp. 378.215.080,- (tiga ratus tujuh puluh 

delapan juta dua ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah) atau 

sebesar 91,73 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 34.084.920,- 

(tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua 

puluh rupiah) dari total anggaran Rp. 412.300.000,- (empat ratus 

dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). 

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Realisasi keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

sebesar Rp. 378.215.080,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua 

ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah) atau sebesar 91,73 % 

dengan sisa anggaran sebesar Rp. 34.084.920,- (tiga puluh empat 

juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari 

total anggaran Rp. 412.300.000,- (empat ratus dua belas juta tiga 

ratus ribu rupiah). 

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 

Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 

Lapangan sebesar Rp. 3.222.220.800,- (tiga milyar dua ratus dua 

puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 

sebesar 85,42 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 549.779.200,- 

(lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh 

Sembilan ribu dua ratus rupiah) dari total anggaran Rp. 

3.772.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah), 

sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 549.722.800,- (lima 

ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu 

delapan ratus rupiah) merupakan sisa lelang pada kegiatan 

Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana 

Pendukungnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Pertanian. 

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

sebesar Rp. 874.467.320,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta 
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empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau 

sebesar 97,92 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 18.532.680,- 

(delapan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan 

puluh rupiah) dari total anggaran Rp. 893.000.000,- (delapan ratus 

sembilan puluh tiga juta rupiah). 

8. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Realisasi keuangan Program Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan sebesar Rp. 457.743.888,- (empat ratus lima puluh tujuh juta 

tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan 

rupiah) atau sebesar 99,51 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 

2.256.112,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus dua 

belah rupiah) dari total anggaran Rp. 460.000.000,- (empat ratus 

enam puluh juta rupiah). 

9. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan 

Pangan Segar sebesar Rp. 277.065.426,- (dua ratus tujuh puluh tujuh 

juta enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) atau 

sebesar 97,22 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.934.574,- 

(tujuh juta sembian ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh 

empat rupiah) dari total anggaran Rp. 285.000.000,- (dua ratus 

delapan puluh lima juta rupiah). 

10. Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan 

SPP-SPMA sebesar Rp. 5.253.514.900,- (lima milyar dua ratus lima 

puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 

sebesar 90,41 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 557.281.600,- 

(lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu 

enam ratus rupiah) dari total anggaran Rp. 5.810.796.500,- (lima 

milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam 

ribu lima ratus rupiah), sisa anggaran yang tidak terserap merupakan 

sisa lelang yang terdiri dari : 
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- Rp. 164.835.100,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pada kegiatan ekstra kurikuler 

(makan minum siswa di asrama siswa). 

- Rp. 391.629.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus 

dua puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan 

Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana 

Pendukungnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Pertanian. 

11. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman 

Pangan 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi 

Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 252.370.550,- (dua ratus lima 

puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) 

atau sebesar 96,69 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.629.450,- 

(delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima 

puluh rupiah) dari total anggaran Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam 

puluh satu juta rupiah). 

12. Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Produksi Pertanian 

Hortikultura sebesar Rp. 1.004.128.620,- (satu milyar empat juta 

seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 

sebesar 98,51 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 15.148.380,- (lima 

belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh 

rupiah) dari total anggaran Rp. 1.019.277.000,- (satu milyar sembilan 

belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 

13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian Hortikultura sebesar Rp. 289.570.000,- (dua ratus delapan 

puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 

91,75 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26.030.000,- (dua puluh 
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enam juta tiga puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp. 315.600.000,- 

(tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah). 

14. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian Hortikultura sebesar Rp. 114.224.384,- (seratus empat belas 

juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat 

rupiah) atau sebesar 99,39 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 

698.616,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam 

belas rupiah) dari total anggaran Rp. 114.923.000,- (seratus empat belas 

juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). 

15. Program Program Peningkatan Produksi Benih Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Program Peningkatan Produksi Benih 

Hortikultura sebesar Rp. 253.660.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta 

enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,24 % dengan sisa 

anggaran sebesar Rp. 4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu 

rupiah) dari total anggaran Rp. 258.200.000,- (dua ratus lima puluh 

delapan juta dua ratus ribu rupiah). 

16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Benih Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Benih 

Hortikultura sebesar Rp. 49.350.000,- (empat puluh sembilan juta tiga 

ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,90 % dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp. 

49.400.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). 

17. Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman 

Pangan sebesar Rp. 209.157.876,- (dua ratus sembilan juta  ratus lima 

puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam  rupiah) atau sebesar 

97,85 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.592.124,- (empat juta lima 

ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) dari total 

anggaran Rp. 213.750.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima 

puluh  ribu rupiah). 
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18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar              Rp. 

477.275.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah) atau sebesar 99,74 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 

1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari total 

anggaran Rp. 478.500.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima 

ratus ribu rupiah). 

19. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura sebesar Rp. 39.898.999,- (tiga puluh sembilan juta 

delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan rupiah) atau sebesar 88,76 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 

5.051.001,- (lima juta lima puluh satu ribu satu rupiah) dari total 

anggaran Rp. 44.950.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus  lima 

puluh ribu rupiah). 

20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 160.535.000,- 

(seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 

sebesar 99,59 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 665.000,- (enam 

ratus enam puluh lima rupiah) dari total anggaran Rp. 151.200.000,- 

(seratus lima puluh satu juta dua ratus  ribu rupiah). 

21. Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Produksi Pertanian 

Tanaman Pangan sebesar Rp. 580.480.800,- (lima ratus delapan puluh 

juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 

99,45 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.219.200,- (tiga juta dua 
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ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dari total anggaran Rp. 

583.800.000,- (lima ratus delapan puluh tiga  juta delapan ratus  ribu 

rupiah). 

22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan 

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 144.389.000,- (seratus empat 

puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu  rupiah) atau 

sebesar 93,15 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.611.000,- (sepuluh 

juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari total anggaran Rp. 155.000.000,- 

(seratus lima puluh lima  juta  rupiah). 

 

4. Perencanaan Pembangunan 

Dalam melakukan Pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Strategis (RENTRA) Tahun 2014-2018 yang 

terinci sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 
 

  

5.  Kondisi Sarana dan Prasarana  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur ditunjang 

dengan sarana dan prasarana pertanian, dimana kondisi sarana dan 

prasarana dapat dilihat pada table berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 5 6 7 8 9 10

1. 1.

* Padi  Ton   468.181  519.315  486.853  564.749  672.052 

* Ubi Kayu  Ton    58.713    63.688    66.910    70.296    73.853 

* Jagung  Ton      5.908      6.254      6.380      6.508      6.639 

* Durian/Lai  Ton      7.336      7.519      7.707      7.900      8.097 

* Jeruk  Ton      4.600      4.715      4.833      4.953      5.077 

* Pisang  Ton   101.476  104.012  106.613  109.278  112.010 

* Pepaya  Ton    13.794    14.139    14.492    14.855    15.226 

2.

* Padi Kuintal/Ha 4,30       4,50              4,34       4,43       4,53 

2. 2.             -            -            4            4            4 

3. Meningkatnya 

ketersediaan pangan

3. Peningkatan 

ketersediaan 

energi dan 

protein

4. poin      93,00      94,00      95,00      96,00      97,00 

4. Peningkatan 

konsumsi energi 

dan protein

5. poin      82,50      79,90      82,40      83,10      85,00 

Skor pola pangan 

harapan (PPH) 

ketersediaan

Skor pola pangan 

harapan (PPH) 

konsumsi

 Jenis 

Produktivitas 

Tanaman Pangan 

dan Hortikultura

Meningkatkan 

Penanganan 

Pemasaran Hasil

Meningkatnya 

Daya Saing 

Produk Pertanian

3. Komoditi yang 

menjadi unggulan 

daerah

Meningkatnya 

Produksi  Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura

1. Meningkatnya 

Produksi dan 

Produktivitas 

Tanaman Pangan 

dan Hortikultura

Produksi Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura

3 4

No. Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 

Utama
Satuan

Target 
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Tabel 2.3 
Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 
 

No Uraian 
Jumlah 

(Ha/Unit) 

1 Tanah 6 

2 Alat - alat besar 46 

3 Alat - alat angkutan 200 

4 Alat bengkel dan alat ukur 601 

5 Alat pertanian 369 

6 Alat kantor dan rumah tangga 5004 

7 Alat studio dan alat komunikasi 289 

8 Alat - alat kedokteran 69 

9 Alat laboratorium 969 

10 Alat - alat persenjataan / keamanan 1 

11 Bangunan gedung 132 

12 Monumen 1 

13 Jalan dan jembatan 9 

14 Bangunan air / irigasi 25 

15 Instalasi 2 

16 Jaringan 4 

17 Buku dan perpustakaan 1973 

18 Barang bercorak kebudayaan 3 

19 Aset renovasi 9 

20 Konstruksi dalam pengerjaan 1 

21 Alat - alat angkutan pemerintah provinsi lain 1 

 

Faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di bidang 

pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur 

adalah ketersediaan sarana dan prasarana pertanian seperti alat mesin 

pertanian (pra panen dan pasca panen), jalan usaha tani, jalan produksi, 

irigasi, dan lain – lain.  
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Kondisi spesifik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi 

Kalimantan Timur berbeda dengan sistem budidaya pertanian di Jawa, dalam 

bididaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diprovinsi Kalimantan 

timur membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pengairan secara 

cukup, terutama untuk pengelolaan air secara optimal. Disamping itu, 

pengelolaan lahan membutuhkan ketersediaan alat mesin pertanian, seperti 

alat tanam/transplanter, traktor roda 4, hand traktor, cultivator, alat 

panen/combine harverset dan lain – lain. 

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, masih belum cukup untuk 

pemanfaatan lahan dan air secara optimal. Penyediaannya masih terus 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang mengacu 

pada kemampuan pembiayaan, baik bersumber dari dana APBN, APBD dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.  

Penyediaan sarana dan prasarana ini juga membutuhkan dukungan dari 

Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk sistem irigasi dan pemeliharaannya, Dinas Perindagkop untuk 

dukungan sarana prasarana pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran, 

disamping dukungan permodalan dari lembaga pembiayaan.  

Secara khusus kegiatan diatas merupakan salah satu dari beberapa 

komponen yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.  

 

6. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dan hambatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dalam melaksanakan tugas poko dan fungsinya yaitu : 

1. Permasalah Alih Fungsi Lahan, sejalan dengan perkembangan penduduk 

Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka 

permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. 

Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas sumberdaya lahan 

menjadi menurun. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena 
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pembukaan lahan baru sangat terbatas. Banyak petani  bekerja di luar 

sektor  pertanian yang memberikan upah kerja yang langsung diterima. 

2. Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami 
kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari data berikut : 

Tabel 2.4 

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota  
(Perempuan+Laki-Laki) Tahun 2010 – 2020 : 

Sumber Data : Proyeksi jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota BPS  

Tingginya angka pertumbuhan ini disebabkan migrasi maupun karena 

tingkat kelahiran yang memang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk yang 

tinggi membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan pangan. 

3. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Pertanian khususnya infrastruktur 

pertanian dan alat dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) 

dalam proses peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura. Saat ini jaringan irigasi, jalan usaha tani dan jalan produksi 

dari dan sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, sehingga alat 

dan mesin pertanian kesulitan keluar masuk ke daerah pertanian untuk 

membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara 

efisien.   

4. Hasil Jual Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura belum sepenuhnya 

dinikmati Petani, sampai saat ini keuntungan terbesar dari mata rantai tata 

niaga produk tanaman pangan dan hortikultura dinikmati oleh pedagang 

perantara, sementara petani produsen  belum  sepenuhnya  menikmati  

hasil  penjualan  produknya.  Hal ini disebabkan posisi tawar petani yang 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Paser 231.688     237.783     244.111     249.991     256.175     262.301     268.261     274.206     279.975     285.894     291.573     

2 Kutai Barat 140.816     142.016     143.101     144.018     144.892     145.838     146.307     146.998     147.598     148.020     148.278     

3 Kutai Kartanegara 630.897     648.215     665.489     683.131     700.439     717.789     735.016     752.091     769.337     786.122     802.903     

4 Kutai Timur 257.603     269.375     281.594     294.216     306.974     320.115     333.591     347.468     361.670     376.111     390.991     

5 Berau 180.282     185.986     191.576     197.388     203.223     208.893     214.828     220.601     226.509     232.287     238.214     

6 PPU 143.616     145.978     148.034     150.205     152.119     154.235     156.001     157.711     159.386     160.912     162.518     

7 Mahakam Ulu 25.102        25.319        25.522        25.678        25.894        25.970        26.089        26.305        26.347        26.375        26.485        

8 Balikpapan 560.781     572.184     583.272     594.322     605.096     615.574     625.968     636.012     645.727     655.178     664.201     

9 Samarinda 732.161     748.102     764.908     781.015     797.006     812.597     828.303     843.446     858.080     872.768     886.806     

10 Bontang 144.533     148.411     152.089     155.880     159.614     163.326     166.868     170.611     174.206     177.722     181.183     

3.047.479  3.123.369  3.199.696  3.275.844  3.351.432  3.426.638  3.501.232  3.575.449  3.648.835  3.721.389  3.793.152  

  Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa)  
WilayahNO.

Kalimantan Timur
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masih rendah karena kemampuan permodalan yang lemah sehingga 

seringkali terperangkap dalam sistem ijon. 

5. Dampak Perubahan Iklim, penurunan kualitas lingkungan akan 

menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global. Hal ini 

akan membawa pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun air 

bawah tanah yang cenderung berkurang.  Pada sisi lain perubahan iklim 

juga bisa menyebabkan curah hujan yang tinggi, pergeseran musim tanam, 

munculnya serangan OPT sedangkan pada tahun 2015 terjadi musim 

kemarau yang sangat panjang sehingga menyebabkan pergeseran tanam 

bahkan berakibat puso. 

6. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang 

pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.  

Merosotnya luas lahan garapan kepemilikan pribadi dinilai sebagai salah 

satu penyebab keengganan ini dan selama ini pembangunan pertanian 

telah mengabaikan peranan pemuda yang berakibat jarak antara pemuda 

dengan ladang-ladang pertanian semakin jauh dan proses regenerasi petani 

pun sulit berjalan sehingga pertanian tetap didominasi oleh generasi tua 

yang tentu mempunyai implikasi bahwa pertanian berjalan ditempat dan 

sulit melakukan perubahan yang mendasar mungkin ini salah satu yang 

menyebabkan kondisi pertanian kita mengalami pengeroposan, renta dan 

kurang darah.  

 

Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan  diatas, maka Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

mempunyai peluang/solusi dalam meningkatkan produksi tanaman pangan 

dan hortikultura sebagai berikut : 

1. Pentingnya Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan 

pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke non pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura. 



  

LPPD 2017 40 

 

2. Perlu adanya upaya diversifikasi konsumsi pangan non beras untuk 

mengurangi konsumsi beras mengingat semakin meningkatnya 

pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang disebabkan migrasi 

mapun karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, 

bergizi, berimbang, sehat dan aman. 

3. Perbaikan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura  seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, jalan produksi serta 

alat dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) untuk meningkatkan 

produksi tanaman pangan dan hortikultura. 

4. Menciptakan pasar yang luas bagi produk-produk pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura guna memutus mata rantai tata niaga produk 

pertanian tanaman pangan dan hortikultura sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani atau meningkatkan kesejahteraan petani. 

5. Meningkatkan proteksi/perlindungan tanaman dari serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) akibat dampak perubahan iklim.  

6. Menumbuhkan minat petani muda untuk terjun di bidang pertanian 

tanaman dan hortikultura melalui pendidikan pertanian pada UPTD Sekolah 

Pertanian Pembangunan (UPTD SPP) Negeri Samarinda dan UPTD Balai 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UPTD BPPSDM).  
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BAB III 

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI 

  

1. Tugas Pembantuan yang diterima 

a. Dasar Hukum 

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan 

program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja (Satker) 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 

Timur mengacu pada Undang-undang dan Peraturan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

daerah; 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah;  

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 

64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada 

Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab 

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi; 

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/07/5-

BPKAD/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Tugas 

Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017. 

 

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 

Dana Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah dilimpahkan 

Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan 

Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

64/Permentan/RC.130/12/2016 tanggal 19 Desember 2016. 

 

c. Program dan Kegiatan 

Program, Kegiatan dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan 

dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan 

Pertanian meliputi: 

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil 

Tanaman Pangan; 

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk 

Hortikultura; 

3. Prorgam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 
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d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada data 

berikut : 

Tabel 3.1 
Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur 

  

Keuangan %

1. 018.03.169112 Ditjen Tanaman Pangan 65.011.517.000          61.419.289.380           94,47      3.592.227.620             

2. 018.04.169113 Ditjen Hortikultura 13.076.750.000          11.762.739.855           89,95      1.314.010.145             

3. 018.08.169121 Ditjen Prasarana & Sarana Pertanian 41.709.658.000          34.870.271.470           83,60      6.839.386.530             

119.797.925.000  108.052.300.705  90,20   11.745.624.295     

SisaNo.

Jumlah

Kode Satker

Realisasi

Nama Kegiatan Pagu Dana

 

 

e. Sumber dan Anggaran yang diberikan 

Sumber dan Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur 

bersumber dari beberapa Direktorat Lingkup Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia yang terinci sebagai berikut : 

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 65.011.517.000,- 

(enam puluh lima milyar sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu 

rupiah); 

2. Direktorat Jenderal  Hortikultura sebesar Rp. 13.076.750.000,- (tiga 

belas milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 

41.709.658.000,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus Sembilan juta 

enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).  

 

f. Permasalahan dan Solusi 

…… 
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2. Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 

a. Dasar Hukum 

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan 

program dan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota pada 

Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara 

dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 

65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada 

Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab 

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. 

b. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan Kepada 

Kabupaten/Kota 

Program, Kegiatan dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan/dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

Kabupaten Berau dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan 

Pertanian yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 

Hasil Tanaman Pangan.  

c. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran 

1. Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat alokasi Dana Tugas 

Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 

3.630.515.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus 

lima belas ribu rupiah). 

2. Kabupaten Berau mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan dari 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 8.404.740.000,- 

(delapan milyar empat ratus empat juta tujuh ratus empat puluh 

ribu rupiah). 

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 

dapat dilihat pada data berikut : 
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Tabel 3.2 
Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Timur 
 

Keuangan %

1 018.03.169090 Ditjen Tanaman Pangan Kabupaten 

Kutai Kartanegara

3.630.515.000       3.572.650.750       98,41      57.864.250         

2 018.03.169080 Ditjen Tanaman Pangan Kabupaten 

Berau

6.184.740.000       5.295.093.267       85,62      889.646.733       

9.815.255.000 8.867.744.017 90,35  947.510.983 

Nama KegiatanKode Saker

Jumlah

Pagu DanaNo. Sisa

Realisasi

 
 

3. Dana Dekonsentrasi (DK) yang diterima 

a. Dasar Hukum 

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan 

program dan kegiatan Dekonsentrasi pada Satuan Kerja (Satker) Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

mengacu pada Undang-undang dan Peraturan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

daerah; 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan; 



  

LPPD 2017 46 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah;  

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 

63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang 

Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung 

Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementarian Pertanian; 

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/14/V-

BPKAD/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi 

Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun Anggaran 2017. 

 

b. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi 

Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia yang telah dilimpahkan Wewenangnya 

Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

63/Permentan/RC.120/12/2016 tanggal 19 Desember 2016. 

 

c. Program dan Kegiatan 

Program, Kegiatan dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan 

dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian meliputi: 

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 

Pangan; 
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2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura; 

3. Prorgam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 

4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.  

5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 

 

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada data berikut: 

 

Tabel 3.3 
Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Timur 

  

Keuangan %

1. 018.03.169073 Ditjen Tanaman Pangan 5.239.697.000           4.417.859.900           84,32           821.837.100              

2. 018.04.169025 Ditjen Hortikultura 964.259.000              920.480.800              95,46           43.778.200                

3. 018.08.169027 Ditjen Prasarana & Sarana Pertanian 10.229.220.000          7.973.521.905           77,95           2.255.698.095           

4. 018.11.169000 Badan Ketahanan Pangan 2.305.200.000           2.171.444.625           94,20           133.755.375              

5. 018.10.169065
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

Pertanian (BPPPSDMP)
6.552.390.000           5.855.388.838           89,36           697.001.162              

25.290.766.000   21.338.696.068   84,37        3.952.069.932     Jumlah

Kode Satker Pagu Dana
Realisasi

SisaNo. Nama Kegiatan

 

 

e. Sumber dan Anggaran yang diberikan 

Sumber dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Timur 

bersumber dari beberapa Direktorat dan Badan Lingkup Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia yang terinci sebagai berikut : 

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.239.697.000,- (lima 

milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh 

tujuh ribu rupiah); 

2. Direktorat Jenderal  Hortikultura sebesar Rp. 964.259.000,- (sembilan 

ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu 

rupiah); 
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3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 

10.229.220.000,- (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta 

dua ratus dua puluh ribu rupiah).  

4. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2.305.200.000,- (dua milyar tiga 

ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).  

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp. 

6.552.390.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus 

sembilan puluh ribu rupiah).  

 

f. Permasalahan dan Solusi 

1. Terjadinya penyusutan areal usaha tani pada daerah-daerah tertentu 

sebagai dampak dari konsekuensi logis pembangunan daerah, 

sehingga secara kuantitas pertambahan areal tanam masih belum 

maksimal 

2. Skala usaha yang dikembangkan  umumnya relatif kecil dan terpencar-

pencar yang disebabkan oleh luas kepemilikan lahan yang sangat 

terbatas, sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan dalam 

agribisnis yang menuntut ketersediaan produksi dalam volume dan 

kualitas yang memadai dan kontinyu 

3. Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam bentuk 

segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding produk 

luar. Hal ini disebabkan karena sistem usaha tani belum dikelola secara 

profesional dengan berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis 

secara optimal 

4. Kemajuan teknologi dan informasi pertanian belum banyak 

dimanfaatkan di tingkat petani, sehingga petani pada umumnya masih 

mengembangkan pola-pola pemasaran tradisional 

5. Kepemilikan lahan masih relatif kecil dan  belum memenuhi skala 

ekonomi, sehingga diperlukan konsolidasi manajemen pengelolaan 

yang lebih rasional yang didukung oleh kelembagaan agribisnis dan 

agroindustri yang efektif. 
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g. Upaya mengatasi masalah 

1. Perluasan areal tanam terumata mengoptimalkan pemanfaatan lahan 

terlantar/bero dengan melakukan kegiatan cetak sawah. 

2. Membagun dan merehabilitasi jaringan irigasi/jalan usaha tani serta 

sarana pengairan mengembangkan penangkar benih serta 

mengfungsikan balai-balai benih 

3. Meningkatkan penyediaan usaha berbagai komoditas yang berorentasi 

kebutuha pasar. 

4. Pembangunan pertanian diarahkan kepada pendekatan keterpaduan 

komoditi wilayah dan usaha tani yang mencakup sub sistem hulu, on 

farm dan hilir 

5. Memantapkan pola intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta 

efisiensi  sumberdaya pertanian dan teknologi spesifik lokasi 
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BAB IV 

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

1. Kerjasama Antar Daerah 

Pada tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan kerjasama antar Daerah 

yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan koordinasi 

melalui peningkatan kerjasama antar daerah merupakan salah satu strategi 

dalam rangka meningkatkan produksi pertanian  : 

a. Dasar hukum  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional serta 

pendidikan menengah pertanian 

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2009 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di 

Sekolah Pertanian Pembangunan. 

3. Pergub Kaltim nomor 19 tahun 2009, tanggal 25 Pebruari 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kalimantan Timur 

 

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 

a.  Dasar Hukum 

1. PP  NO  6 T ahun  2006    tentang  kerjasama   pemerintah dengan 

pihak swasta. 

2. PP no. 50 tahun 2007  tentang  pengelolaan barang  milik  Negara / 

daerah 
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b. Bidang Kerjasama 

Bidang kerjasama meliputi pemasaran, pengembangan teknologi dan 

SDM Bidang Pertanian, dalam bentuk bimbingan, pelatihan serta 

pembelajaran secara langsung siswa-siswi Sekolah Pertanian 

Pembangunan Samarinda terdiri dari  Mou dengan dunia usaha dan dunia 

industri UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan Samarinda: 

a. Surat perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD SPP Negeri samarinda 

dengan PT. Pupuk Kaltim No.521.8/478/SPP/VII/2017 tanggal 18 Juli 

2017 tentang Uji Lapang Penggunaan Pupuk produksi PKT pada 

Tanaman padi, jagung, dan kedelai 

b. Surat Perjanjian Kerjsama  No.521.8/547/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT Budi Duta Agromakmur tanggal 10 Juli 

2017 tentang Paktik Kerja Usaha siswa-siswi SPP Negeri Samarinda  

c. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/547/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan Oisca Training Centre Karanganyar, Karang 

pandang, Karanganyar Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2017 tentang 

Praktik Kerja Usaha Siswa Siswi SPP Negeri Samarinda 

d. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/546/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri samarinda dengan PT.Jaya Mandiri sukses  Perian Kutai 

Kartanegara tanggal 10 Juli 2017 tentang Praktik kerja Industri. 

e. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/546/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. INHUTANI tanggal 10 Juli 2017 tentang 

Praktik kerja Industri Siswa SMK SPP Negeri samarinda 

f. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/546/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan Penangkar Benih kelompok Tani subur, 

Sangatta Kutai timur  tanggal 10 Juli 2017 
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g. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/543/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan Penangkar Benih kelompok Tani Mandiri, 

Sangatta Kutai timur  tanggal 10 Juli 2017 

h. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/545/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan P4S Lau Kawar Samboja Kutai Kartanegara 

tentang Praktik Kerja Industri Siswa SMK SPP Samarinda 

i. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/545/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. Farinda Bersaudara, jambuk Kutai Barat 

tanggal 11 September 2017 tentang Praktik Kerja Industri Siswa SMK 

SPP Samarinda 

j. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/550/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. Agri Makmur Pertiwi tanggal 20 

September 2017 tentang Demplot Benih 

k. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/576/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. EastWest Seet Indonesia tanggal 20 

September 2017 tentang Demplot Benih 

l. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/478/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT.Pupuk Kaltim Bontang tanggal 5 Juli 

2017 tentang Demplot Pupuk 

m. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 521.8/541/IX/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. Petrokimia Gersik Jawa Timur tanggal 

20 September 2017 tentang Demplot Pupuk 

n. Surat Perjanjian Kerjasama  No. 172/KTR/VIII/2017 antara UPTD SPP 

Negeri Samarinda dengan PT. BPJS Kesehatan  tanggal 16 Oktober 

2017 tentang Jaminan Kesehatan Siswa 

 

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 
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Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Dinas Pangan, Tanaman 

Pangan Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan 

pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di daerah misalnya 

dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman, pemberian bimbingan, 

pengolahan data, supervisi dan konsultasi, pemberian pendidikan dan 

pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan.  

1. Dasar hukum : 

a. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

No.127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4439 

b. Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2011 Tentang Pengadaan 

barang/Jasa Pemerintah sebagaiana diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Presiden No: 4 Tahun 2015 Tentang perubahan 

ke empat Atas Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Narang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negaran Republik 

Indonesia Tahun2015 No: 5 Tambahan Lembaran Negara 

Repunblik Indonesia No: 5655 

c. Peraturan Menteri Pertahanan No: 16 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan  

d. Peraturan Menteri Pertanian No:61/permentan/OT.140//10/2010 

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian 

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 

190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. 

f. Peraturan Menteri dalam Negeri No.22 tahun 2009 tentang 

petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah. 

g. Nota Kesepakatan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan 

Kepala Staf Angkatan Darat No: 01/MOU/RC.120/M/I/2015 
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h. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52134/K.573/2013 

Tentang Pebentukan Komisi Pengawan Pupuk dan Pestisida Provinsi 

Kalimantan Timur. 

i. Peraturan Kepala Batan No:13 tahun 2013 tentang Pedoman 

Peyusunan, Pelaksanan pelaporan dan Pengawasan  angggran 

pendapatan dan belanja Negara, BATAN 

 

2. Materi Koordinasi: 

a. Kerjasama antara Pusat Desiminasi dan Kemitraan Badan Tanaga 

Nuklir Nasional dengan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

tentang Promosi Hasil Litbang Iptek Nuklir Bidang Pertanian. 

Dengan biaya angaran sebesar Rp. 75.00.000,- 

b. Kerjasama dalam pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida yang fungsinya adalah pengendalian terhadap kegiatan 

masyarakat yang berhubungan dengan pupuk dan pestisida, 

Pengawasan untuk menertibkan kegiatan masyarakat dalam hal 

penggunaan pupuk dan pestisida, Pembinaan serta pemantauan 

(monitoring) terhadap kegiatan masyarakat yang terkait pupuk dan 

pestisida. Sumber Anggaran dari kegiatan tersebut adalah APBD 

Kaltim 2017 . 

c. Kerjasama dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka 

menyusun Angka Ramalan (ARAM), Angka Sementara (ASEM), 

Angka Tetap (ATAP) dan Refreshing Data Tanaman Pangan dan 

Hortikultura. Materi yang dibahas adalah data luas tanam, panen, 

produktivitas dan produksi padi, palawija dan hortikultura. Hasil 

yang didapat adalah tersusunnya angka ramalan, angka sementara 

dan angka tetap sebagai bahan penentu kebijakan pembangunan 
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pertanian di Kalimantan Timur.  Sumber Anggaran dari APBD Kaltim 

2017 yang dilaksanakan pada kegiatan pengolahan data statistik 

tanaman pangan dengan pagu sebesar Rp.143.000.000,- dan 

realisasi sebesar Rp. 142.986.300,- 

d. Kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman 

dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimatan Timur tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, 

Pelatihan, Pengkajian, Pengembangan dan Pemberdayaan 

Masyarakat No: 985/UN 17.3/TU/2017 dan No: 

521.I/667/SBP/IV/2017. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD 

Tahun Anggran 2017 

e. Kerjasama dengan antara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimatan Timur dengan Universitas 

Mulawarman tentang Survey dan Investigasi CPCL Perluasan sawah  

di Kalimantan Timur Tahun 2017 

No:176/DISTANPANTPH/SK/VII/2017 

f. Kerjasama antara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimatan Timur dengan Universitas Mulawarman tentang 

Pelaksanaan Pemetaan Desain Perluasan Sawah di Kalimantan 

Timur Tahun2017 No:177/DISTANPANTPH/SK/VII/2017 

g. Kerjasama antara Kepala Dinas Pangan,Tanaman dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Zeni Angkatan Darat 

(TNI) tentang Program Kerjasama Kegiatan Perluasan Sawah 

No.521.207a/TP/1/2017. 

h. Kerjasama antara Kepala Dinas Pangan,Tanaman dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Staf Kodam 

VI/Mulawarma (TNI) tentang Program Kerjasama Kegiatan 

Perluasan Sawah No.02/DISPANTPH/SK/1/2017 
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i. Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian    

Kabupaten Paser dengan Kepala Pelaksana Kegiatan Ditziad tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Perluasan Sawah di 

Kabupaten Paser No.520/1025/PSP//VI/2017. Dengan maksud 

melaksanakan pembukaan lahan sawah baru dalam rangka 

penambahan luas baku lahan sawah. Dan tujuan melaksanakan 

pekerjaan perluasan sawah baru. Seluas 1000 Ha realisasi seluas 

1000Ha Kegiatan ini bersumber dari Dana APBN tahun anggaran 

2017 pelaksanaan perluasan sawah sebesar Rp. 16.000.000.000,- 

j. Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian  dan 

Peternakan Kabupaten Kutai Timur dengan Komandan Resor Militer 

091/ASN Tentara Nasional Indonesia angkatan darat tentang  

Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Kutai Timur 

No.521/589/Distan/II/2017. Dengan maksud melaksanakan 

pembukaan lahan sawah baru dalam rangka penambahan luas 

baku lahan sawah. Dan tujuan melaksanakan pekerjaan perluasan 

sawah baru. Seluas 500 Ha, realisasi seluas 205 Ha Kegiatan ini 

bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 pelaksanaan 

perluasan sawah sebesar Rp. 3.280.000.000 

k. Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian  dan 

Peternakan  Kabupaten Berau dengan Komandan Resor Militer 

091/ASN Tentara Nasional Indonesia angkatan darat tentang  

Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Berau 

No.521.5/240/DPP/II/2017. Dengan maksud melaksanakan 

pembukaan lahan sawah baru dalam rangka penambahan luas 

baku lahan sawah. Dan tujuan melaksanakan pekerjaan perluasan 

sawah baru. Seluas 5000 Ha,  realisasi seluas 324 Ha. Kegiatan ini 
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bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 pelaksanaan 

perluasan sawah sebesar Rp. 5.184.000.000,- 

l. Kesepakatan bersama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan 

Timur. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD tahun anggaran 

2017 dengan kegiatan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi 

keluarga  

m. Memorandum of Understanding PT Pupuk Kalimantan Timur dan 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimatan Timur tentang Penggunaan Teknologi Kultur Jaringan 

dan Pengenalan Produk Pupuk Non Subsidi. 

 

 

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 

a.  Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2017 

1. Lencana Adhi bakti karyatani Nelayan a.n Dr.Ir.H.Ibrahim,MP Kepala 

Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi diberikan 

oleh KTNA Pusat pada Penas KTNA XV di Aceh 

2. Penghargaan dari Kementerian Pertanian RI kepada Dinas Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikutura Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

Juara I  Kontes Nanas di Pekan Nasional XV 2017 di Banda Aceh  

3. Penghargaan Gubernur kepada Satker APBN, Penilaian BAIK atas 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang diserahkan 

pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 

4. Penghargaan Terbaik Kreasi Menu Sarapan Lomba Cipta Menu dalam 

rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) ke  37 di Kalimantan Barat 
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5. UPTD BBI Padi dan Palawija  Dinas pangan, Tanaman pangan dan 

Hortikultura provinsi Kalimantan Timur menerima Penghargaan 

sebagai Balai Benih Tanaman Pangan Khusus Komoditi Jagung 

berprestasi oleh Dirjen Tanamn Pangan Kementerian Pertanian (di SK 

kan tahun 2016 penghargaan diberikan tahun 2017 

6. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tumbuhan – Pengamat 

Hama dan Penyakit (POPT-PHP) Berprestasi atas Sr Tinus sebagai 

POPT PHP Kab Kutai Kartanegara Kaltim (di SK kan tahun 2016 

penghargaan diberikan tahun 2017 

7. Juara I Kategori Stand pelayanan public (Unsur Organisasi Perangkat 

Daerah pada Pameran Kaltim Fair 2017 

8. Juara I Kategori Instansi Pemerintah/Swasta pada Pawai 

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke 72 

Tahun Kemerdekaan RI 

9. Juara I Kategori Stand Kreatifitas pada Pameran Kaltim Ekspo dalam 

rangka HUT ke 72 Kemerdekaan RI 

10. Penghargaan dari Dinas Kesehatan Prov. Kaltim kepada Dinas Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sebagai Juara Harapan 

I Lomba Senam Peregangan dalam kegiatan Peringatan Hari 

Kesehatan Nasional ke 5 

11. Juara II Putra Lomba Ketangkasan Baris Berbaris di SMK Kehutanan 

Negeri Samarinda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

diterima oleh UPTD SPP/SPMA, Dinas Pangan,Tanaman pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur  

12. Juara II Lomba Defle dalam rangka HUT Pramuka kwada Kalimantan 

Timur diterima oleh UPTD SPP/SPMA Dinas Pangan,Tanaman pangan 

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 
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13. Terbaik IV Kategori Pengolahan Barang milik Daerah di berikan 

kepada Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura Prov Kaltim a.n  

Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Prov Kalimantan Timur 

dalam HUT ke 60 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 

14. Terbaik IV Kategori Pengololaan Barang Milik Daerah diberikan 

Kepada Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 

(Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Kalimantan Timur) 

dalam rangka HUT 60 Provinsi Kalimantan Timur 

15. Terbaik Kategori Keseluruhan diberikan kepada Dinas Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluh Provinsi Kalimantan Timur) dalam rangka HUT 60 Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun2017 

16. Penghargaan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sebagai Juara 

I Stand Kreativitas pada Pameran Kaltim Expo 2017 yang diadakan 

pada 21 – 27 Agustus 2017 di Convention Hall Samarida 

17. Penghargaan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas 

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sebagai Juara 

I Stand Pelayanan Publik (Unsur Organisasi Perangkat Daerah) pada 

Pameran Kaltim Fair 2017 yang diadakan 14 – 23 April  2017 di 

Convention Hall Samarida 

18. Penghargaan dari Dinas Kesehatan Prov. Kaltim kepada Dinas Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sebagai Peserta 

Pameran dan Bazar dalam kegiatan Peringatan Hari Kesehatan 

Nasional ke 53 di Gor Madya Sempaja Kota Samarinda 

 

b.  Sertifikasi/ Akreditasi yang masih berlaku: 
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1. Sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015 untuk UPTD Balai Benih Induk Padi 

dan Palwija Dinas pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Timur maasa laku hingga 12 januari 2019 

2. Sertifikasi Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO /IEC 17025: 2005 

untuk UPTD Pengawan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov 

Kaltim , masa berlaku hingga 17 Juni 2018 

3. Sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015 untuk UPTD Proteksi Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Prov Kaltim masa berlaku hingga 28 Desember 2018 

4. Sertifikasi SNI ISO 9001 : untuk UPTD Balai Benih Induk Hortikultura 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim masa 

berlaku 30 Nopember 2018 

5. Sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015 untuk UPTD Sekolah Menengah 

Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK SPP) Negeri 

Samarinda Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov 

Kaltim masa berlaku hingga 4 Desember 2010. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan ini menyajikan data kondisi Propinsi Kalimantan Timur dan 

hasil pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, dijabarkan dalam kegiatan yang dibiayai dari dana yang 

bersumber dari  APBD  Propinsi Kalimantan Timur maupun dana APBN 

Tahun Anggaran 2017. Selain itu disajikan data pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura dan selama 1 tahun terakhir  

 Untuk mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

tanaman pangan dan hortikultura diperlukan dukungan instansi terkait baik 

di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan pihak 

swasta dan masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan 

dapat berjalan dengan baik dan petani memperoleh pelayanan yang optimal 

yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. 

Dalam rangka melakukan evaluasi secara cermat keberhasilan dan 

permasalahan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura  pada  penyusunan dokumen  Laporan Program 

Kegiatan ini  masih ditemui kendala-kendala antara lain, masih lemahnya 

sistem informasi pelaporan dari lapangan – Kabupaten/Kota yang 

berdampak pada aktualitas dan akurasi data. 
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